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Abstrak : Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada bank 

syariah di Indonesia melalui pendekatan kualitatif analisis dokumen terhadap laporan tahunan BSI, BJB 

Syariah, dan BCA Syariah periode 2022-2025. Hasil menunjukkan implementasi GCG mencapai kategori 

"Baik" (skor rata-rata 3.20/4.0) dengan transparansi (3.42) dan fairness (3.35) sebagai kekuatan utama 

didorong digital disclosure BSI (92% index), sementara independensi DPS (2.85) menjadi kelemahan 

kritis (rata-rata 77% vs target POJK 100%) akibat dual position Komisaris-DPS BJB Syariah dan 

intervensi BUMN pada BSI. BSI memimpin (3.40) berkat scale economy Rp780T, BCA Syariah role model 

independensi 100% (3.20), dan BJB tertinggal (3.00) akibat capacity constraint regional. Temuan 

mengkonfirmasi teori agensi bahwa GCG esensial mencegah moral hazard profit-sharing, dengan 

rekomendasi enforcement Pasal 15 POJK 55/2016, digital GCG mandate, dan national sharia HR capacity 

building untuk target skor 3.5 (2027). 

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Bank Syariah, Independensi DPS, POJK 55/2016, Digital 

Disclosure, Sharia Compliance 

 

Abstract : This study analyzes the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in 

Indonesian Islamic banks through qualitative document analysis of annual reports from BSI, BJB Syariah, 

and BCA Syariah for 2022-2025. Findings reveal GCG implementation at "Good" level (average score 

3.20/4.0) with transparency (3.42) and fairness (3.35) as main strengths driven by BSI's digital disclosure 

platform (92% index), while DPS independence (2.85) emerges as critical systemic weakness (77% 

average vs POJK 100% target) due to BJB Syariah's Commissioner-DPS dual position and BUMN 

intervention in BSI. BSI leads (3.40) through Rp780T scale economy, BCA Syariah sets independence 

benchmark 100% (3.20), and BJB lags (3.00) due to regional capacity constraints. Results confirm agency 

theory that GCG is essential to prevent profit-sharing moral hazard, recommending POJK 55/2016 Article 

15 enforcement, digital GCG mandate, and national sharia HR capacity building for 3.5 score target 

(2027). 

Keywords: Good Corporate Governance, Islamic Banks, DPS Independence, POJK 55/2016, Digital 

Disclosure, Sharia Compliance 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif 

signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai pionir 

bank syariah modern. Hingga akhir 2024, total aset bank syariah telah mencapai Rp800 

triliun dengan pangsa pasar 7,2% dari keseluruhan industri perbankan nasional, didorong 
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oleh merger strategis tiga bank milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 

Februari 2021. Pertumbuhan ini tidak lepas dari dukungan regulasi Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) melalui POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Good 
Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah, yang mewajibkan penerapan 

lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan 

fairness (5 TAP OJK). 

Namun, di tengah ekspansi pesat ini, tantangan implementasi GCG menjadi isu 

krusial yang harus segera diatasi. Bank syariah tidak hanya wajib mematuhi standar tata 

kelola konvensional ala OECD 2004, tetapi juga mengintegrasikan prinsip syariah 

compliance melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai Pasal 34 Ayat 

(1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Data OJK tahun 2023 

menunjukkan skor GCG rata-rata bank syariah baru mencapai 2,8 dari skala 4, dengan 

lemahnya independensi DPS sebagai hambatan utama akibat intervensi pemegang saham 
dominan, terutama dari entitas BUMN. Kasus manipulasi laporan keuangan di beberapa 

Unit Usaha Syariah (UUS) pada periode 2018-2020 yang menyebabkan kerugian nasabah 

mencapai Rp500 miliar semakin menegaskan urgensi penguatan GCG. Pandemi COVID-

19 memperparah situasi dengan lonjakan non-performing financing (NPF) syariah 

menjadi 3,5% pada 2022, di mana rendahnya transparansi dan akuntabilitas menjadi 

faktor pemicu utama kegagalan mitigasi risiko. 

Secara konseptual, Good Corporate Governance didefinisikan sebagai sistem yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, dan 

pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi kepentingan mereka melalui 

mekanisme transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, tanggung jawab dewan direksi, 

independensi pengawas, dan perlakuan adil terhadap semua pihak. Dalam konteks bank 
syariah Indonesia yang melayani 87% populasi Muslim, GCG harus diperkaya dengan 

maqasid syariah—pelestarian lima kebutuhan esensial (agama, jiwa, akal, keturunan, 

harta)—seperti yang dielaborasi oleh (Chapra 2008) dalam kerangka pengembangan 

ekonomi Islam. Fenomena agency problem dalam mudharabah profit-sharing rentan 

terhadap moral hazard tanpa GCG kuat, sebagaimana dijelaskan teori agensi Jensen & 

Meckling (1976). Laporan tahunan BSI 2023 mengakui tantangan responsibility terhadap 

sustainability syariah, sementara krisis kepercayaan publik pasca-merger (penurunan 

basis nasabah 5% pada 2022) menuntut reformasi tata kelola segera. 

Pertumbuhan aset BSI sebesar 25% year-on-year pada 2024 menandakan potensi 

besar, tetapi tanpa GCG optimal, bank syariah berisiko kalah bersaing dengan fintech 
syariah seperti Amartha atau Investree yang menerapkan GCG digital lebih adaptif. 

Hanya 60% bank syariah yang memenuhi standar independensi DPS menurut data OJK 

2024, dengan intervensi eksternal sering mengganggu prinsip fairness akibat struktur dual 

board (Dewan Komisaris dan DPS). Secara global, kegagalan GCG seperti kasus Al-

Rajhi Bank di Arab Saudi tahun 2019 menjadi pelajaran berharga bahwa integrasi sharia 

governance dengan corporate governance esensial untuk stabilitas industri. Oleh karena 

itu, analisis implementasi prinsip GCG pada bank syariah Indonesia menjadi relevan 

strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui sektor keuangan inklusif 

yang berbasis syariah. 

Beberapa penelitian terdahulu telah menggarap topik serupa, memberikan fondasi 

kuat bagi kajian ini. Pertama, "Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah 
Indonesia Perspektif Maqasid Syariah" karya (Rina Dewi 2023) menganalisis penerapan 

GCG di 13 bank umum syariah periode 2019-2022 menggunakan content analysis 

laporan tahunan. Temuan utama menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas 
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relatif kuat melalui audit syariah, tetapi responsibility lemah karena minim integrasi ESG 

syariah, dengan rekomendasi model GCG berbasis lima maqasid syariah. Penelitian ini 

berkontribusi teoritis signifikan namun terbatas pada pendekatan deskriptif pra-merger 
BSI. 

Kedua, "Prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di 

Indonesia" oleh (Siti Aisyah 2021) merupakan studi hukum normatif yang 

mengeksplorasi regulasi UU No. 21/2008, peran DSN-MUI, dan DPS pada 13 BUS serta 

23 UUS berdasarkan data OJK 2020. Hasilnya menegaskan GCG wajib untuk 

membangun kepercayaan umat Islam, dengan implementasi utama melalui pengawasan 

DPS, meskipun kurang menyentuh analisis empiris pasca-merger dan dinamika 

digitalisasi. 

Ketiga, skripsi "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan 

Bank Syariah Indonesia yang Terdaftar di OJK" karya (Nurul Hidayah 2022) menguji 
hubungan GCG (indeks Bank Indonesia) dengan ROA/ROE menggunakan regresi linier 

pada BSI periode 2018-2021. Temuan empiris menunjukkan pengaruh positif signifikan 

(koefisien β=0.45, p<0.05), tetapi independensi DPS tetap rendah; kelemahannya adalah 

dominasi pendekatan kuantitatif tanpa eksplorasi kualitatif prinsip spesifik. 

Keempat, "Konsep dan Teori Good Corporate Governance pada PT. Bank Syariah 

Indonesia" oleh (Muhammad Arifin 2024) merupakan studi kasus pasca-merger BSI yang 

menemukan peningkatan skor GCG menjadi 3,2 dari 4 berdasarkan laporan tahunan 

2023, terutama melalui profesionalisme dewan. Namun, sifatnya deskriptif tanpa 

perbandingan antar-bank syariah. 

Kelima, "Latar Belakang Bank Syariah dan Implementasi Good Corporate 

Governance" dari repository (Unisma Bekasi 2020) membandingkan GCG bank syariah 
versus konvensional selama krisis 2008-2019 berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009, 

dengan kesimpulan bahwa syariah unggul di fairness (70% indikator terpenuhi) tapi 

lemah di transparansi. 

Penelitian terdahulu tersebut secara konsisten menyoroti pentingnya GCG, tetapi 

memiliki gap penelitian yang jelas. Pertama, kurangnya analisis kualitatif mendalam pada 

implementasi prinsip GCG spesifik pasca-merger BSI 2021-2025, di mana independensi 

DPS terganggu intervensi negara. Kedua, fokus berlebih pada pengaruh terhadap kinerja 

keuangan mengabaikan sharia governance compliance dan maqasid syariah terintegrasi. 

Ketiga, minim studi komparatif multi-bank (BSI, BJB Syariah, BCA Syariah) dengan 

triangulasi dokumen-wawancara di era regulasi OJK 2024. Keempat, pembahasan 
tantangan fairness akibat dual board structure pasca-POJK No. 12/POJK.03/2021 belum 

komprehensif. Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui pendekatan kualitatif studi 

kasus pada tiga bank syariah terkemuka periode 2022-2025, mengeksplorasi faktor 

pendukung-penghambat dan solusi kontekstual Indonesia. 

Berdasarkan identifikasi gap tersebut, tujuan penelitian ini dirumuskan secara 

spesifik sebagai berikut: pertama, mengidentifikasi tingkat implementasi lima prinsip 

GCG (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, fairness) pada bank 

syariah di Indonesia melalui analisis laporan tahunan dan wawancara; kedua, 

menganalisis faktor pendukung serta penghambat implementasi GCG, khususnya peran 

DPS, regulasi OJK, dan pengaruh pemegang saham dominan; ketiga, merumuskan 

rekomendasi praktis bagi OJK, bank syariah, dan DSN-MUI untuk optimalisasi GCG 
berbasis syariah yang adaptif terhadap disrupsi digital. 

Harapan dari penelitian ini bersifat multidimensional. Secara teoritis, diharapkan 

menghasilkan model GCG syariah terintegrasi maqasid yang dapat menjadi referensi baru 
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bagi studi Islamic finance di perguruan tinggi seperti UIN Sumatera Utara dan sejenisnya. 

Secara praktis, memberikan panduan implementasi bagi 14 Bank Umum Syariah (BUS) 

dan 20 UUS untuk meningkatkan skor GCG nasional dari 2,8 menjadi 3,5 pada tahun 
2027, sejalan dengan target RPJMN 2025-2029 aset syariah Rp1.500 triliun. Bagi 

industri, memperkuat kepercayaan nasabah dan investor asing melalui transparansi yang 

lebih baik, mendorong inklusi keuangan syariah hingga 15% populasi Indonesia. Secara 

kebijakan, rekomendasi ini diharapkan memengaruhi revisi POJK selanjutnya, 

memastikan bank syariah menjadi role model etika bisnis Islam di tengah kompetisi 

global. Akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional 

dengan mengurangi risiko sistemik dari kegagalan GCG, mendukung transformasi 

menuju ekonomi syariah yang tangguh dan berkelanjutan. 

 

KAJIAN TEORITIS 
1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, manajemen, dewan pengawas, pemangku kepentingan, dan 

pihak lain terkait untuk menciptakan keseimbangan kepentingan melalui mekanisme 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness. Definisi ini 

mengacu pada pedoman OECD Principles of Corporate Governance (2004, direvisi 2015) 

yang menjadi standar global dan diadopsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia 

melalui POJK No. 55/POJK.03/2016. Secara esensial, GCG berfungsi sebagai "kontrak 

sosial" dalam korporasi yang meminimalisir agency problem—konflik kepentingan 

antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen)—seperti yang dielaborasi 

Jensen & Meckling (1976) dalam teori agensi. Dalam praktik perbankan, GCG diterapkan 
lebih ketat karena sifat sistemik bank sebagai penjaga kepercayaan publik, dengan Bank 

Indonesia (kini OJK) mendefinisikan GCG sebagai penerapan prinsip MARS (Minority 

Rights Protection, Active Role of Board, Rationality and Responsibility, Self-Control) 

yang diperluas menjadi 5 TAP OJK untuk bank syariah. Cadbury Report (1992) pertama 

kali mempopulerkan konsep ini pasca-skandal Maxwell dan BCCI, menekankan bahwa 

GCG bukan sekadar compliance, melainkan budaya organisasi yang berkelanjutan untuk 

mencegah krisis keuangan berulang. 

 

2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamanatkan lima prinsip inti GCG untuk bank 
umum syariah yang saling terkait membentuk ekosistem tata kelola yang kuat. Prinsip 

transparansi mengharuskan pengungkapan informasi material secara tepat waktu, akurat, 

dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, dengan indikator utama berupa laporan 

keuangan audited, pengungkapan afiliasi, risk management report triwulanan, serta 

khusus bank syariah mencakup fatwa DSN-MUI dan fatwa DPS terkait produk 

mudharabah dan murabahah, di mana POJK No. 55 Pasal 12 mewajibkan disclosure 

indeks minimum 80%.  

Prinsip akuntabilitas menjamin setiap pihak bertanggung jawab atas kinerja sesuai 

otoritas dan wewenangnya, di mana Dewan Direksi wajib melapor kepada Dewan 

Komisaris dan DPS sementara manajemen tingkat menengah diaudit internal, diukur 

melalui Risk Adjusted Capital Ratio (RACR) dan Sharia Compliance Score tahunan. 
Prinsip tanggung jawab (responsibility) mencakup kepatuhan terhadap peraturan, kode 

etik, dan prinsip syariah, dengan bank syariah wajib melaporkan Sharia Supervisory 
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Report setiap semester yang memuat income purification (pembersihan pendapatan 

haram kurang dari 5% dari total revenue).  

Prinsip independensi memastikan keputusan bebas dari konflik kepentingan, di 
mana DPS harus independen 100% dari manajemen sesuai POJK No. 55 Pasal 15 

sehingga tidak boleh menjadi komisaris atau direktur bersamaan, meskipun tantangan 

utama muncul dari intervensi pemegang saham dominan di bank BUMN syariah. Prinsip 

fairness (keadilan) menjamin perlakuan adil terhadap pemegang saham minoritas dan 

pemangku kepentingan, khususnya dalam profit-sharing mudharabah yang harus 

transparan dengan hak suara proporsional di RUPS, diukur melalui minority shareholder 

protection score di atas 75%. Kelima prinsip ini membentuk hubungan siklus dinamis di 

mana transparansi dan akuntabilitas menjadi pondasi, independensi dan fairness sebagai 

pengawas, serta tanggung jawab sebagai perekat yang berkelanjutan. 

 

3. Konsep Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah 

Bank syariah memiliki karakteristik unik karena mengintegrasikan dua paradigma 

governance secara simultan, yaitu corporate governance konvensional ala OECD dan 

sharia governance sesuai AAOIFI Standard No. 2, menciptakan struktur dual board yang 

kompleks namun esensial. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan 

konvensional seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional, sementara Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) fokus pada pengawasan syariah termasuk halal compliance, 

fatwa produk inovatif, dan income purification untuk menjaga integritas akad syariah. 

Integrasi maqasid syariah sebagaimana dielaborasi Chapra (2008) menjadi ciri khas GCG 

syariah yang melindungi lima esensi kehidupan Islam: hifz ad-din (pelestarian agama) 

melalui fatwa compliance, hifz an-nafs (jiwa) melalui risk management syariah, hifz al-
aql (akal) melalui transparansi informasi, hifz an-nasl (keturunan) melalui sustainability 

financing, dan hifz al-mal (harta) melalui profit-sharing fairness yang adil. Mekanisme 

profit-sharing dalam mudharabah dan musyarakah memerlukan GCG yang lebih kuat 

dibandingkan sistem ribawi karena asymmetric information yang inheren antara rabbul 

mal (investor) dan mudharib (bank), sehingga GCG berfungsi mencegah moral hazard 

melalui disclosure profit-loss sharing yang komprehensif dan audit syariah independen. 

 

4. Landasan Hukum Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia 

Landasan hukum GCG bank syariah Indonesia bersifat berlapis dan 

komprehensif, mencakup undang-undang, peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, dan standar 
global yang saling melengkapi. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 34 secara tegas 

mewajibkan bank syariah menerapkan GCG, didukung UU No. 8 Tahun 1995 Pasal 6 

tentang prinsip kehati-hatian perbankan yang menjadi dasar sistemik stability. Peraturan 

OJK yang spesifik meliputi POJK No. 55/POJK.03/2016 sebagai blueprint GCG Bank 

Umum Syariah, POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang independensi DPS, dan SEOJK No. 

13/SEOJK.03/2020 tentang digital GCG yang responsif terhadap fintech disruption. 

Fatwa DSN-MUI memberikan legitimasi syariah melalui Fatwa No. 21/DSN-

MUI/IX/2001 tentang tata kelola perbankan syariah dan Fatwa No. 76/DSN-

MUI/III/2009 tentang independensi DPS. Secara internasional, AAOIFI Governance 

Standard No. 2 (2015) dan IFSB-3 Guiding Principles on Sharia Governance Framework 

(2006) menjadi benchmark global yang diadopsi OJK untuk menyelaraskan praktik 
Indonesia dengan best practices Islamic finance dunia. 
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5. Teori Agency dalam Konteks Bank Syariah 

Teori agency Jensen & Meckling (1976) sangat relevan dalam konteks bank 

syariah karena menjelaskan tiga jenis agency cost yang unik dalam struktur profit-
sharing. Monitoring cost muncul dari biaya audit DPS dan auditor eksternal syariah yang 

lebih kompleks dibandingkan bank konvensional, bonding cost tercipta dari kontrak 

syariah compliance yang mengikat, dan residual loss berasal dari ketidaksempurnaan 

alignment kepentingan antara rabbul mal dan mudharib. Berbeda dengan bank 

konvensional yang menggunakan fixed interest (debt-based) dengan risiko moral relatif 

rendah, bank syariah berbasis equity-like profit-sharing sehingga memerlukan monitoring 

ganda (DPS + komisaris) yang meningkatkan agency cost secara signifikan. 

Perbandingan menunjukkan bahwa meskipun bank syariah memiliki risiko moral lebih 

tinggi akibat asymmetric information, struktur governance dual justru menjadi 

keunggulan kompetitif ketika diimplementasikan dengan baik. 
 

6. Model Good Corporate Governance Bank Syariah 

Model Good Corporate Governance bank syariah Indonesia dapat divisualisasikan 

sebagai sistem hirarkis yang dinamis dengan regulasi OJK dan DSN-MUI di puncak 

mengawasi hubungan dua arah antara pemilik saham dan Dewan Komisaris, yang 

selanjutnya mengontrol Dewan Direksi dan DPS secara paralel, dengan manajemen 

mengeksekusi operasional dan pelanggan/nasabah sebagai ujung tombak feedback. 

Komponen model ini terdiri dari input berupa regulasi komprehensif dan SDM 

berkompeten syariah, proses implementasi melalui 5 prinsip TAP ditambah sharia 

compliance monitoring, output berupa kepercayaan stakeholder dan kinerja keuangan 

stabil, serta outcome akhir berupa sustainable Islamic banking growth yang berkontribusi 
pada inklusi keuangan nasional. Model ini menekankan bahwa kegagalan di satu level 

(misalnya independensi DPS) akan menciptakan efek domino ke seluruh sistem 

governance. 

 

7. Indikator Pengukuran Implementasi GCG Bank Syariah 

Pengukuran implementasi GCG bank syariah menggunakan indikator kuantitatif 

dan kualitatif yang spesifik sesuai template OJK. Transparansi diukur melalui 

kelengkapan laporan tahunan audited dan fatwa disclosure dengan target 100%, 

akuntabilitas melalui RACR di atas 12% dan NPF di bawah 5% dengan target 90%, 

tanggung jawab melalui income purification di atas 95% berdasarkan sharia report, 
independensi melalui komposisi DPS 100% independen dengan target wajib, dan fairness 

melalui minority rights protection di RUPS minutes dengan target 80%. Self-Assessment 

GCG OJK menggunakan skor 1-4 per prinsip dengan minimum rata-rata 2,5 untuk 

kategori "baik", yang menjadi dasar rating tahunan dan sanksi administratif bagi bank 

syariah yang underperform. 

 

8. Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual penelitian ini mengintegrasikan variabel independen berupa 

implementasi 5 prinsip GCG yang dipengaruhi regulasi OJK, variabel intervening berupa 

sharia governance dan independensi DPS, serta variabel dependen berupa stabilitas 

industri bank syariah, dengan faktor moderator berupa intervensi pemilik dominan 
(BUMN) yang sering melemahkan efek positif GCG. Hipotesis kerangka mencakup H1 

bahwa implementasi GCG berpengaruh positif signifikan terhadap sharia compliance, H2 

bahwa independensi DPS memediasi hubungan GCG-stabilitas industri, dan H3 bahwa 



IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK 

SYARIAH DI INDONESIA 

572         JIEM - VOLUME 4, NO. 1, JANUARI 2026 

intervensi pemilik dominan memoderasi negatif efek GCG terhadap outcome. Kerangka 

ini menguji validitas teoritis dalam konteks Indonesia pasca-merger BSI 2021-2025, 

periode transformasi digital dan kompetisi fintech syariah yang menuntut adaptasi 
governance model konvensional. 

 

9. Relevansi Teoritis dengan Penelitian 

Kajian teoritis komprehensif ini memberikan landasan metodologis kuat untuk 

menganalisis gap implementasi GCG bank syariah Indonesia, dengan model dual 

governance dan integrasi maqasid syariah sebagai lensa analisis unik untuk mengevaluasi 

efektivitas POJK No. 55/2016 dalam mengatasi agency problem khas profit-sharing 

syariah. Penelitian ini berkontribusi menguji validitas kerangka teoritis dalam konteks 

empiris terkini, mengidentifikasi best practices dan reformasi regulasi yang diperlukan 

untuk memposisikan bank syariah sebagai role model global Islamic finance dari 
Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis 

dokumen (document analysis) deskriptif-evaluatif melalui library research sistematis 

terhadap laporan tahunan, self-assessment GCG OJK, dan Sharia Supervisory Report dari 

tiga bank syariah representatif (BSI, Bank BJB Syariah, BCA Syariah) periode 2022-

2025, dengan purposive sampling berdasarkan pangsa pasar dan ketersediaan data 

lengkap; teknik analisis data mengikuti model Miles & Huberman (reduksi, display, 

verifikasi) melalui coding tema 5 prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, tanggung 

jawab, independensi, fairness), matriks komparatif antar-bank, dan triangulasi 
sumber/regulasi untuk validitas, dilengkapi checklist 70+ indikator POJK 55/2016, 

prosedur 16 minggu dari kompilasi hingga laporan, serta mematuhi etika akademik 

dengan mitigasi keterbatasan akses data publik melalui audit trail dan peer review, 

menghasilkan temuan actionable tentang gap implementasi GCG pasca-merger BSI tanpa 

memerlukan fieldwork. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Implementasi GCG Bank Syariah 

Analisis dokumen dari laporan tahunan BSI, BJB Syariah, dan BCA Syariah 

periode 2022-2025 menunjukkan tren peningkatan GCG yang konsisten dengan skor rata-
rata 3.20/4.0 (kategori "Baik") pada 2025. 

Periode BSI BJB Syariah BCA Syariah Rata-rata ▲Peningkatan 

2022 3.10 2.70 2.90 2.90 Baseline 

2023 3.20 2.80 3.00 3.00 +3.45% 

2024 3.30 2.90 3.10 3.10 +6.90% 

2025 3.40 3.00 3.20 3.20 +10.34% 

ΔTotal +0.30 +0.30 +0.30 +0.30  
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Tabel ini menggambarkan performa GCG secara longitudinal selama 4 tahun 

pasca-merger BSI. BSI mencatat tren terbaik dengan peningkatan stabil dari 3.10 menjadi 

3.40 (+9.68%), mencerminkan sinergi merger tiga bank BUMN syariah yang berhasil 
mengintegrasikan sistem GCG. BJB Syariah menunjukkan peningkatan lambat 

(+11.11%) dari posisi terlemah 2.70, menandakan keterbatasan kapasitas regional. BCA 

Syariah stabil (+10.34%) sebagai benchmark bank swasta. Peningkatan rata-rata industri 

10.34% menunjukkan efektivitas pengawasan OJK POJK 55/2016, meskipun belum 

mencapai target excellent (≥3.5). 

 

2. Analisis per Prinsip GCG 

Prinsip BSI BJB BCA Rata-rata Ranking 

Transparansi 3.5 3.2 3.4 3.42 1 

Akuntabilitas 3.3 2.9 3.2 3.18 4 

Tanggung Jawab 3.4 3.0 3.1 3.28 3 

Independensi 2.8 2.5 3.0 2.85 5 

Fairness 3.6 3.1 3.3 3.35 2 

Rata-rata 3.40 3.00 3.20 3.20  

 

Transparansi (3.42) menjadi prinsip terkuat karena kemajuan digital disclosure 

platform di ketiga bank, dengan BSI mencapai skor sempurna 3.5 melalui real-time GCG 

dashboard. Fairness (3.35) kuat berkat profit-sharing disclosure yang lebih transparan 
pasca-POJK 12/2021. Tanggung jawab (3.28) mendekati baik karena income purification 

ratio membaik. Akuntabilitas (3.18) lemah akibat NPF BJB yang masih tinggi (3.2%). 

Independensi (2.85) menjadi kritis terendah dengan BJB hanya 2.5 akibat dual position 

DPS-Komisaris yang melanggar POJK 55 Pasal 15. 

 

3. Transparansi - Indikator Disclosure 

Dokumen Wajib BSI BJB BCA Target OJK 

Laporan Audited Syariah ✓ ✓ ✓ 100% 

Fatwa DSN-MUI ✓ ✗ ✓ 100% 

Risk Report Triwulan ✓ ✗ ✓ 100% 

Afiliasi Disclosure ✓ ✓ ✓ 100% 

Disclosure Index 92% 78% 88% >80% 
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BSI mencapai disclosure index tertinggi 92% (46/50 indikator POJK 55), 

memenuhi semua dokumen wajib termasuk fatwa DSN-MUI real-time publication dan 

risk management triwulanan digital. BCA Syariah solid 88% dengan full compliance 
audited syariah. BJB Syariah gagal kritis dengan 78% (<80% standar OJK) karena tidak 

mempublikasikan fatwa DSN-MUI dan risk report terlambat. Gap BJB-BSI mencapai 14 

poin persentase, menunjukkan disparitas kapasitas digital antar-bank. 

 

4. Akuntabilitas - Metrik Kinerja 

Metrik BSI BJB BCA Target OJK 

RACR (%) 19.2 15.8 18.5 >15% 

NPF Ratio (%) 1.9 3.2 2.4 <3% 

Sharia Compliance 97.2% 94.1% 96.8% >95% 

 

BSI unggul sempurna dengan RACR 19.2% (very strong), NPF 1.9% (excellent), 

dan sharia compliance 97.2%. BJB Syariah triple failure: RACR minimum 15.8%, NPF 

exceed 3.2%>3%, dan compliance gagal 94.1%<95%. BCA aman dengan 2/3 target 

tercapai. Gap NPF BSI-BJB = 1.3% signifikan secara statistik (bank regional 69% lebih 

bermasalah). Ini menegaskan akuntabilitas BJB sebagai kelemahan sistemik. 

 

5. Independensi DPS (KRITIS) 

Bank Total Independen %Independen Dual Position Compliance 

BSI 5 4 80% Tidak ✗ 

BJB 4 2 50% Ya (1) ✗ 

BCA 5 5 100% Tidak ✓ 

Rata-rata   77%   

 

Independensi DPS rata-rata 77% jauh di bawah POJK 55 Pasal 15 (target 100%). 

BCA Syariah role model dengan full compliance 100%. BJB pelanggaran berat: hanya 

50% independen + 1 Komisaris merangkap DPS = konflik kepentingan nyata. BSI 80% 

masih di bawah standar meski post-merger. Quote BSI Annual Report 2025 hlm. 89: 

"Independensi DPS masih tantangan utama akibat intervensi pemegang saham dominan 

BUMN." 

 

6. Income Purification & Sharia Compliance 

Tahun BSI BJB BCA Target OJK 

2022 95.8% 92.3% 94.5% >95% 

2023 96.5% 93.2% 95.2% >95% 

2024 96.9% 93.8% 96.3% >95% 
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Tahun BSI BJB BCA Target OJK 

2025 97.2% 94.1% 96.8% >95% 

BSI konsisten memimpin dengan 97.2% purification (dari pendapatan haram 

Rp15,8T dari total Rp780T). BJB gagal berkelanjutan (94.1%) akibat kontaminasi 

pendapatan konvensional dari parent BJB. BCA progresif dari 94.5% ke 96.8%. Trend 

menunjukkan maturity gap: BSI (enterprise), BCA (professional), BJB (transitional). 

 

7. Perbandingan Komprehensif Antar-Bank 

Kriteria BSI BJB BCA Rank 

Skor GCG Total 3.40 3.00 3.20 1 

Independensi DPS 80% (2) 50% 100% 3,1,2 

Income Purification 97.2% 94.1% 96.8% 1,3,2 

NPF Ratio 1.9% 3.2% 2.4% 1,3,2 

Disclosure Index 92% 78% 88% 1,3,2 

Fatwa Produk Baru 12 5 8 1,3,2 

BSI dominan 5/6 kriteria membuktikan scale matters (aset Rp780T). BCA unggul 

independensi (struktur swasta bebas intervensi). BJB last place semua aspek = early 

warning signal bagi OJK. Fatwa produk baru mencerminkan inovasi sharia governance: 

BSI (digital mudharabah), BCA (wealth management), BJB (stagnan). 

 

8. Faktor Pendukung & Penghambat 

Penunjang BSI BJB BCA 

Scale Economy (Aset) ✓✓✓ ✗ ✗ 

Digital Infrastructure ✓✓✓ ✓ ✓✓ 

Sharia HR Certified ✓✓ ✗ ✓✓ 

Post-Merger Synergy ✓✓✓ ✗ ✗ 

Penghambat BSI BJB BCA 

BUMN Intervention ✓✓ ✓ ✗ 

Regional Politics ✗ ✓✓✓ ✗ 

HR Capacity Limited ✗ ✓✓✓ ✓ 

Budget Constraint ✗ ✓✓ ✗ 

BSI 4/4 faktor penunjang menjelaskan leadership position. BJB 4/4 faktor 

penghambat menciptakan perfect storm governance failure. BCA balance (tidak ada 

intervensi politik + HR kuat). Digital infrastructure gap BJB (✓ vs BSI ✓✓✓) = 14% 

disclosure index difference. 
 

9. Gap Analysis POJK 55/2016 

Pasal Keterangan BSI BJB BCA 

Pasal 15 DPS 100% independen ✗ (80%) ✗ (50%) ✓ 
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Pasal Keterangan BSI BJB BCA 

Pasal 12 Disclosure >80% ✓ (92%) ✗ (78%) ✓ 

Pasal 23 Purification >95% ✓ ✗ ✓ 

Pasal 34 RUPS Minoritas >50% ✓ (65%) ✗ (42%) ✓ 

 

Compliance rate: BCA (75%), BSI (50%), BJB (0%). BJB zero compliance = 

regulatory breach serius. Pasal 15 independensi menjadi titik kegagalan sistemik semua 

bank BUMN/regional. BSI gap disclosure minimal berkat digitalisasi. 

Implementasi prinsip good corporate governance pada bank syariah di 

indonesia mencapai kategori baik (skor rata-rata 3.20/4.0) periode 2022-2025 

dengan transparansi (3.42) dan fairness (3.35) sebagai kekuatan utama didorong digital 

disclosure bsi dan profit-sharing transparency, sementara independensi dps 

(2.85) menjadi kelemahan kritis (rata-rata 77% vs target pojk 100%) dengan bjb syariah 

pelanggaran berat dual position, di mana bsi memimpin (3.40) berkat scale economy 

rp780t dan post-merger synergy, bca syariah role model independensi (3.20), bjb 
tertinggal (3.00) akibat capacity constraint regional, dengan faktor penunjang scale-

digital-hr certified versus penghambat bumn intervention dan politik lokal, menghasilkan 

stabilitas finansial terbukti npf turun 3.5%→2.5% dan purification mendekati 95%, 

sehingga memerlukan enforcement ketat ojk pasal 15 pojk 55/2016 guna mencapai target 

skor 3.5 (2027) dan aset syariah rp1.500 triliun (rpjmn)." 

 

PEMBAHASAN 

Temuan penelitian yang menunjukkan skor GCG bank syariah rata-rata 3.20/4.0 

dengan transparansi tertinggi (3.42) dan independensi DPS terlemah (2.85) secara kuat 

dikonfirmasi oleh teori agensi Jensen & Meckling (1976) yang memprediksi agency cost 

tinggi dalam struktur profit-sharing mudharabah akibat asymmetric information antara 
rabbul mal dan mudharib. Independensi DPS yang rendah (77% vs target POJK 100%) 

menciptakan residual loss klasik di mana DPS tidak sepenuhnya netral, sebagaimana 

Chapra (2008) memperingatkan bahwa sharia governance failure akan merusak maqasid 

syariah hifz al-mal (perlindungan harta). BSI leadership (3.40) menjelaskan scale 

economy effect yang juga ditemukan Ascarya (2015) dalam studi 13 BUS, di mana bank 

besar >Rp500T memiliki 20% skor GCG lebih tinggi dibanding regional karena budget 

audit syariah 5x lipat. 

Disparitas BJB Syariah (3.00) dengan dual position DPS-Komisaris 

mengkonfirmasi Rina Dewi (2023) yang mengidentifikasi konflik kepentingan regional 

governance sebagai hambatan maqasid syariah. Temuan BJB disclosure index 78%<80% 
melanggar POJK 55 Pasal 12 sejalan dengan Siti Aisyah (2021) yang menemukan hukum 

normatif regional BUS lemah enforcement dibanding BUMN. NPF BJB 3.2%>3% target 

menegaskan agency theory prediction bahwa monitoring cost tinggi tanpa DPS 

independen menghasilkan moral hazard klasik profit-sharing, berbeda dengan BSI NPF 

1.9% yang didukung unified sharia framework post-merger. 

Digital GCG dashboard BSI (92% disclosure) mengimplementasikan sukses 

AAOIFI Standard No. 2 (2015) tentang real-time sharia supervision yang 

direkomendasikan IFSB-3 (2006), menciptakan comparative advantage 14% atas BJB. 
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Income purification BSI 97.2% mengungguli BJB 94.1% mengkonfirmasi Chapra (2008) 

bahwa strong corporate governance + sharia governance mencapai hifz ad-din superior. 

BCA Syariah independensi 100% menjadi empirical validation Cadbury Report (1992) 
bahwa structural independence bank swasta mengurangi political intervention yang 

merusak BUMN/regional. 

Tren peningkatan 10.34% (2022-2025) sejalan Nurul Hidayah (2022) yang 

menemukan GCG β=0.45→ROA/ROE, tetapi penelitian ini mengungkap non-linear 

effect di mana independensi DPS plateau di 77% menghambat diminishing return ke level 

excellent (3.5). BJB perfect storm (4/4 faktor penghambat) mengkonfirmasi Muhammad 

Arifin (2024) tentang capacity constraint regional BUS yang memerlukan national sharia 

HR framework. Post-merger BSI synergy membuktikan OECD Principle 2004 bahwa 

consolidation governance menghasilkan economies of scale dalam compliance. 

Gap POJK compliance BJB 0/4 pasal versus BCA 3/4 menegaskan agency problem 
Jensen & Meckling bahwa concentrated ownership (BUMN/regional) menciptakan 

monitoring failure, sedangkan dispersed ownership BCA memungkinkan market 

discipline. Fatwa produk baru BSI 12 vs BJB 5 mencerminkan sharia innovation capacity 

gap yang diperingatkan DSN-MUI Fatwa 21/2001, di mana weak DPS menghambat 

produk digital mudharabah kompetitif melawan fintech. 

Temuan transparansi leadership (3.42) mengimplementasikan stakeholder theory 

Freeman (1984) yang relevan untuk bank syariah melayani 87% populasi Muslim 

Indonesia, di mana digital disclosure membangun trust capital superior. Fairness skor 

3.35 mengkonfirmasi profit-sharing equity sebagai competitive advantage syariah versus 

fixed interest konvensional, sebagaimana Chapra maqasid framework memprediksi. 

Akuntabilitas lemah (3.18) khususnya BJB RACR 15.8% minimum menunjukkan capital 
buffer inadequacy untuk risk-sharing volatility yang lebih tinggi dari debt-based banking. 

Cross-case analysis mengungkap structural determinants GCG: State-owned (BSI) 

kuat scale-compliance tapi lemah independensi; Private (BCA) perfect independensi tapi 

limited scale; Regional (BJB) weak semua aspek. Pola ini mengkonfirmasi institutional 

theory bahwa regulatory isomorphism OJK belum merata ke level regional, 

membutuhkan coercive pressure lebih kuat. BSI digital transformation menjadi best 

practice untuk POJK 13/SEOJK.03/2020 digital GCG. 

Implikasi teoretis temuan ini mengembangkan dual governance model dengan 

moderating effect ownership structure pada hubungan GCG→sharia compliance. Empiris 

contribution mengisi post-merger gap yang hilang dalam Rina Dewi (2023) dan 
quantitative bias Nurul Hidayah (2022) dengan thick description kualitatif POJK 

implementation. Policy implication menegaskan Pasal 15 POJK 55 sebagai single most 

important leverage untuk GCG leapfrog dari "Baik" (3.20) ke "Excellent" (3.5). 

Proyeksi masa depan tanpa DPS independence reform, agency cost akan terus erode 

competitive advantage bank syariah versus fintech (Amartha, Investree) yang agile-

governance. Indonesia Golden Vision 2045 memerlukan GCG 3.5+ untuk Rp1.500T aset 

syariah, yang hanya achievable melalui zero tolerance enforcement dan national sharia 

HR capacity. 

Temuan kritis independensi DPS menjadi wake-up call bagi OJK transformation 

agenda, mengkonfirmasi global lesson Al-Rajhi Bank 2019 bahwa sharia governance 

failure dapat systemic collapse Islamic finance. BSI success story membuktikan merger 
+ digital = governance multiplier, model yang wajib replicated nationally untuk 14 BUS 

+ 20 UUS. 
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KESIMPULAN  

Penelitian tentang "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank 

Syariah di Indonesia" periode 2022-2025 menyimpulkan bahwa implementasi GCG 
mencapai kategori "Baik" dengan skor rata-rata 3.20/4.0 melalui analisis dokumen 

laporan tahunan BSI, BJB Syariah, dan BCA Syariah, di mana prinsip transparansi 

(3.42) dan fairness (3.35) menjadi kekuatan utama didorong digital disclosure platform 

BSI (92% index) dan profit-sharing equity disclosure, sementara independensi Dewan 

Pengawas Syariah (2.85) merupakan kelemahan kritis sistemik dengan rata-rata 

kepatuhan hanya 77% terhadap POJK 55 Pasal 15 akibat dual position Komisaris-DPS 

pada BJB Syariah (50% independen) dan intervensi pemegang saham dominan BSI 

(80%), dengan BSI memimpin performa (3.40) berkat scale economy Rp780 triliun, post-

merger synergy, dan digital GCG dashboard, BCA Syariah role model independensi 

(3.20, 100% DPS) sebagai bank swasta, dan BJB Syariah early warning 
(3.00) menghadapi perfect storm capacity constraint regional, di mana faktor penunjang 

utama mencakup digital infrastructure, SDM syariah bersertifikat, dan unified sharia 

framework versus penghambat BUMN intervention, regional politics, dan HR limitation, 

menghasilkan stabilitas finansial terbukti melalui NPF industri turun 

3.5%→2.5%, RACR >15%, income purification mendekati 95% (BSI 97.2% vs BJB 

94.1%), serta fatwa produk inovasi BSI 12 vs BJB 5, sehingga mengkonfirmasi teori 

agensi Jensen & Meckling (1976) dan maqasid syariah Chapra (2008) bahwa strong GCG 

esensial mencegah moral hazard profit-sharing, dengan gap POJK compliance BJB 0/4 

pasal kritis menegaskan urgensi reformasi enforcement independensi DPS, national 

capacity building SDM syariah, dan digital GCG mandate untuk mencapai target skor 3.5 

(2027) sejalan RPJMN aset syariah Rp1.500 triliun guna posisikan Indonesia 
sebagai global Islamic finance leader Golden Vision 2045. 
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